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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Terhadap antinomi peraturan perundang-undangan berdasarkan 

asas lex specialis derogat legi generali bahwa ada beberapa aturan yang 

mengatur tentang larangan penjualan organ tubuh. Sebagai peraturan yang 

umum  diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan  pasal 64 ayat (3) menyatakan „organ dan atau jaringan tubuh 

dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun‟ dan pasal 192 menyatakan 

„setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ dan atau 

jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 

64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar). Sebagai 

peraturan yang khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 84 menyatakan setiap orang yang 

secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan atau jaringan 

tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), 

Pasal 85 ayat (1) setiap orang yang  melakukan jual beli organ tubuh dan 

atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 

(lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga 
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ratus juta rupiah), ayat (2) setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan pengambilan organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak tanpa 

memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang 

menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau 

tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling 

banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan penulis mengemukakan saran 

sebagai berikut : 

1. Aparat penegak hukum lebih aktif lagi dalam menindak pelaku 

penjualan organ tubuh. 

2. Pemerintah perlu membuat Peraturan pemerintah yang mengatur lebih 

lanjut mengenai ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan Pasal 65 ayat (3) yaitu Ketentuan mengenai syarat 

dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan atau jaringan 

tubuh, agar ada kepastian hukum bagi kempentingan transplantasi 

terhadap pendonor, resipen, dokter dan Rumah Sakit. 
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